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Pandangan masyarakat dalam menilai perusahaan-perusahaan yang diindikasikan mempunyai posisi
monopoli dan dominan di suatu pangsa pasar tertentu, terbagi menjadi dua bagian, yaitu pandangan pertama
yang menilai perusahaan yang memonopoli barang atau jasa tertentu dapat dikategorikan melanggar
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan KPPU harus segera melakukan penyelidikan baik berdasarkan
laporan maupun atas inisiatif sendiri untuk memberikan sanksi atas pelanggaran Undang-Undang tersebut,
dan yang kedua adalah masyarakat yang menilai bahwa perusahaan yang memonopoli dan mempunyai
posisi dominan terhadap barang atau jasa tertentu belum tentu melanggar Undang-Undang ini karena harus
dinilai dari perilaku perusahaan tersebut untuk mencapai posisi monopoli dan posisi dominan tersebut,
apakah diraih dengan cara-cara yang melanggar hukum (unfair competition) atau secara alamiah mencapai
posisi itu dengan menerapkan efisiensi dalam pengel olaan perusahaannya.

Untuk mengawasai pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dibentuk Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU) yang berperan juga dalam penegakan Undang-Undang Persaingan ini melalui beberapa
pendekatan yang dapat diterima oleh berbagal pihak baik dari segi pelaku usaha, masyarakat maupun
pemerintah sebagai regulator. Perusahaan dengan posist monopoli secaraaami ini secara hukum dapat
dikatakan tidak secarategas dilarang oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, hal ini dilihat dari kriteria-
kriteria yang diperbolehkan oleh Garis Besar Haluan Negara untuk dapat terjadinya monopoli, seperti
monopoli dan kedudukan monopolistik yang diperoleh dengan cara natural karena monopoli menang dalam
persaingan yang dilakukan secara sehat. Dalam hal demikian memang tidak apa-apa, namun entry
(masuknya sigpa sgja dalam investasi yang sama) harus terbuka |ebar-lebar, dan yang lainnya adalah
monopoli atau kedudukan monopolistik yang diperoleh secara natural karena investasinya terlampau besar,
sehingga hanya satu saja yang berani dan bisa merealisasikan investasinya. Meski demikian, pemerintah
harus tetap bersikap persuasif dan kondusif di dalam memecahkan monopoli.

Jadi kehadiran ketentuan-ketentuan UU Antimonopoli ini diharapkan dapat menjamin terciptanyaiklim
berusaha yang sehat, adil dan bebas dari unsur-unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sehingga
kehadirannya akan membawa nilai positif bagi perkembangan iklim usaha di Indonesia, yang selamaini
dapat dikatakan jauh dari kondisi yang ideal. Sekurang-kurangnya, UU Antimonopoli ini secaratidak
langsung akan memaksa pel aku usaha untuk lebih efisien dalam mengelola usahanya, karena UU
Antimonopoli ini juga menjamin dan memberi peluang yang besar kepada pelaku usahalain yang ingin
berusaha (sebagal akibat dilarangnya praktek monopoli dalam bentuk penciptaan barrier to entry). Hal ini
berarti bahwa hanya pelaku usaha yang efisienlah yang dapat bertahan di pasar.

Usaha untuk menjaga independensi dari pihak-pihak lain, setidaknya dapat terlihat dari persyaratan


https://lib.ui.ac.id/detail?id=85840&lokasi=lokal

keanggotaan yang diatur dalam Pasal 32 yaitu, bahwa anggota Komisi tidak terafilias dengan suatu badan
usaha. Oleh karenaitu anggota Komisi yang menangani perkara dilarang mempunyai hubungan sedarah atau
semenda sampai dergjat ketiga dengan salah satu pihak yang berperkara, atau mempunyai perbenturan
kepentingan dengan negara yang bersangkutan. Jadi secaralegal, komisi ini adalah lembaga non struktural
yang independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain yang diberi
wewenang penuh untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuanketentuan yang diatur
dalam W No. 5 Tahun 1999 serta dapat melanjutkan reformasi baik di bidang bukum maupun di bidang
ekonomi.



